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ABSTRAK 
“IMPLEMENTASI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM” 
OLEH: TRY BAMBANG HARYONO 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto dalam rangka 
meningkatkan  PAD. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data 
primer diperoleh dari pegawai Dinas Perhubungan dan Petugas  retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum, data sekunder yaitu bahan hukum 
sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan  
hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Setelah data 
terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pemungutan parkir merupakan wewenang dan tanggung jawab 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. 
Implementasi pengelolaan retribusi parkir  masih belum maksimal sehingga 
tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan 
umum. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman petugas 
pelaksana dan pengguna jasa atas pengimplementasian kebijakan parkir 
yang diterapkan oleh pemerintah daerah 
Kata Kunci: Pelayanan Parkir, Kualitas Pelayanan Parkir, Faktor yang 
BerpengaruhTerhadap Pelayanan Parkir. 
 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
dan atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI PELAYANAN PARKIR 
DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM”. 
 Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar 
sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar. Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui 
kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Terima kasih kepada orang tua tercinta Masyhur Iskandar SE.,M.Si 
dan Hj.Nurhayati yang telah membesarkan dan mendidik saya 
selama ini. Terima kasih atas segala jerih payahnya, segala doa, 
perhatian dan dorongannya selama ini sehingga sampai pada 
Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya. 
vii 
 
3. Prof.Dr.Farida Pattitingi SH.,MH selaku dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
4. Prof. Dr. Marwati Riza SH.,M.Si selaku ketua jurusan Hukum Tata 
Negara sekaligus penguji dalam ujian skripsi saya di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
5. Prof.Dr. Aminuddin Ilmar,SH.,MH. Selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh 
kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Naswar Bohari SH.,MH. Selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh 
kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. 
7. Ibu Ariani Arifin, SH.,MH. dan Eka Merdekawati Djafar SH., MH. 
selaku penguji yang memberikan masukan kepada penulis dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
8. Prof.Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH selaku penasehat akademik, terima 
kasih atas waktu,ilmu dan motivasi yang telah diberikan. 
9. Bapak dan ibu dosen,serta karyawan dan karyawati akademik 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu 
selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
10. Bapak Amir Syarifuddin. Y, SH.MM selaku Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto 
yang sudah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam 
skripsi ini. 
viii 
 
11. Bapak Suaib Sila, SE. selaku KASI terminal dan perparkiran yang 
sudah membantu memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
12. Ibu Murniati, SH. Selaku Kabag Hukum dan Perundang-undangan 
yang telah memberikan data-data dalam penyelesaian skripsi ini 
13. Bapak M.Aris Arifin, ST selaku KABID LITBANG & Statistik  
BAPPEDA Jenepontoyang telah memberikan pencerahan dalam 
proses penelitian skripsi ini. 
14. Untuk semua pegawai di dinas Perhubungan, komunikasi dan 
informasi, dinas Pendapatan Daerah dan bagian hukum dan 
perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang turut 
serta membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. 
15. Buat saudara-saudaraku yang tercinta Eka Indra Putra dan Olivya 
Widyastuti yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi. 
16. Buat ayahanda Hernan dan ibu Hasmiah Hanang serta saudara-
saudaraku Citra,Guntur,Tofan,Lintar,Cindy,Fatir, terimah kasih atas 
support dan doanya. 
17. Buat sahabat seperjuanganku Ririn Priadi , Muhammada Dwi Taufiq  
dan Muhammad Dhanu yang telah memberi banyak saran dan 
membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
18. Buat teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
“DOKTRIN 09” adi,ainul,dicky,ijal,sonda,iccank,ardo yang bersama-
sama membantu dalam mengurus proses penyelesaian administrasi 
dan penyelesaian skripsi ini. 
ix 
 
19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam 
membantu penyusunan skripsi ini. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas segala 
kebaikan dan keikhlasan yng diberikan kepada penulis selama ini. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan 
itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua 
pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita 
semua. Akhir kata, semoga karya penulis dapat berguna bagi semua pihak. 
Wassalu’alaikum Wr.Wb. 
       Makassar 06 Januari  2016 
           
  Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN  SAMPUL ….............................................................................. i 
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI……... …..........................................ii 
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI……………..………….iii 
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI…………..….... iv 
ABSTRAK……………………….................................................................. .v 
KATA PENGANTAR …............................................................................. vi 
DAFTAR ISI …............................................................................................x 
DAFTAR TABEL ….....................................................................................xii 
 
BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang ….................................................................................. 1  
1.2 Rumusan Masalah ...............................................................................10 
1.3 Tujuan penelitian .................................................................................10  
1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................................11  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Konsep Desentralisasi Fiskal…………….. ………............................... 12 
2.1.1 Konsep Retribusi ………………………….. …………….……. 21 
2.1.2 Perbedaan dengan pajak ……….…………….……….….……28 
2.2 Penggolongan Retribusi Daerah...........................................................29 
 2.3 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum……………..…………..…………34 
2.3.1 Pengertian Parkir …………………………….………………… 34 
2.3.2 Subjek dan Wajib Parkir di Tepi Jalan Umum…….…...…..….36 
2.3.3 Objek Parkir di Tepi Jalan Umum……………………………... 36 
2.3.4 Penentuan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum…………………37 
2.3.5 Tata Cara Pemungutan …………………………………………38 
 
BAB III OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian ………………………..….……..……………...……..   40 
3.2 Objek Penelitian ……..…………………...…………...………………….  40 
xi 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data …..…………..…………..…………..……… 41 
3.4 Sumber Data  ………........................................................................... 41 
3.5 Analisis Data …………………………….…..……………..……………... 42 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………………………………….. . 44 
4.1.1Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto……….………… … 44 
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kab.Jeneponto …… 46 
 4.1.3 Gambaran Umum Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum  
Kabupaten Jeneponto………………………………..…….…...54 
4.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto  
No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum…………….……… 55 
4.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi PERDA no.03 Tahun 
      2012……………………...………...……………….…………….…...…… 66 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 70 
5.2 Saran .................................................................................................. 70 
 
DAFTAR PUSTAKA  
 
 
 
 
 
  
xii 
 
DAFTAR TABEL 
 
 TABEL 1  Target Dan Realisasi Parkir di Tepi Jalan Umum Daerah 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 dan 2015. 
 Tabel 2  Jenis Kendaraan Dan Tarif Parkir Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan 
Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara 
kesatuan.Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin 
efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan.Otonomi daerah merupakan 
dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam 
mewujudkan kesejahteraan umum. 
Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan 
yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu 
dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara 
menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan 
keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk 
mengembangkan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan 
dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas 
dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan 
metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, tahun 
anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah 
baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD)nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, 
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maka dalam praktiknya proses penyusunan dan pengesahan serta 
perundang-undangan baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah 
tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-persiapan sudah 
dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya. Selama proses tersebut 
berlangsung, kegiatan pemerintah daerah yang memerlukan subsidi 
berlangsung terus. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran 
yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD). 
 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 17, yakni: 
“anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah” 
Dengan demikian, dana perimbangan yang menjadi anggaran pendapatan 
dan belanja daerah kemudian akan diberikan kepada daerah sebagai dana 
perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan dalam 
Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Republik Indonesia No.33  Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, yakni “dana perimbangan adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 
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Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak jauh berbeda 
dengan proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja Negara, yaitu 
melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat fraksi, 
sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah 
(PERDA). Proses ini juga berlaku pada perubahan rancangan peraturan 
daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 71 
ayat 2, yakni: 
“Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir” 
Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak 
langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja 
langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja dewan 
perwakilan rakyat daerah dari waktu ke waktu. Peraturan tata tertib dewan. 
sebaiknya dapat memberi respon positif terhadap dinamika tersebut. 
Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam perundang-undangan, keuangan dan 
pengawasan dalam rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data 
dan informasi yang lengkap serta tenaga teknis yang lebih terampil dan 
profesional. 
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Berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga legislatif daerah, maka 
kepala daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya, 
yaitu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai badan legislatif daerah dan 
pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. 
Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang diawasi oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah dengan tujuan menjamin terlaksananya segala ketentuan 
undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu 
sendiri, untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau 
permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera 
menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor 
penghambat pembangunan daerah. Terutama menekankan kepada 
bagaimana mengelola serta memunculkan potensi daerah yang 
merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan 
mendorong kemajuan di daerah tersebut. 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu perencanaan 
dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah 
pengeluaran (out-put) maupun penerimaan (in-put) daerah untuk 
membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, 
seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung laju pendapatan asli 
daerah. Namun yang akan menjadi persoalan adalah apakah pelaksanaan 
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anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut sesuai dengan otonomi 
daerah (sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah), sehingga tercapai optimalisasi pendapatan asli 
daerah yang seimbang dengan pengeluaran daerah dalam hal ini 
bagaimana dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan-keperluan 
daerah, infrastruktur, pembangunan daerah dan lain-lainnya. Salah-satu 
sumber penghasilan asli daerah yang paling penting adalah pajak dan 
retribusi daerah. 
Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah 
kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah 
merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 
Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, 
pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. 
6 
 
Dengan otonomi daerah akan lebih banyak inovasi dalam bidang 
administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak 
pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan 
system administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan 
pada daerah yang berbeda. Akibatnya seperti banyak experimen dan tentu 
ada pula yang gagal.Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu 
inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin 
mendapatkan keberhasilan tentunya dengan mengingat kondisi daerah 
masing-masing. 
Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus 
memiliki faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, 
maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan 
baik, peralatannyapun harus cukup dan baik serta organisasi 
manajemennya harus baik.Dengan melihat hal tersebut, salah-satu faktor 
yang memegang peranan paling penting adalah faktor keuangan. Seperti 
yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan 
baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula. Keuangan 
merupakan salah-satu syarat kelancaran pelaksanaan 
pembangunan.Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana 
daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang 
menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 
Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan 
pada daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk 
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menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Salah-satu yang termasuk pendapatan 
asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah, beberapa jenis pajak 
diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan dan pajak air bawah tanah, sedangkan jenis retribusi 
digolongkan menjadi 3 bagian besar yakni retribusi jasa umum, retribusi 
jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 
Dari berbagai retribusi pemerintah kabupaten Jeneponto retribusi jasa 
umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah 
kabupaten Jeneponto. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum 
yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi pelayanan parkir di 
tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di 
sediakan atau di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
 Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi 
pelayanan  parkir diantaranya. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah 
tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar 
(pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para 
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subjek retribusi tentang apa yang mereka bayar, tentang retribusi apa yang 
mereka bayarkan ke pemerintah daerah semakin membuat para oknum 
tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan 
hukum yang jelas baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah,  
juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya 
menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.  
Pada dasarnya implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum beda 
dengan pelayanan tempat parkir khusus namun di Kabupaten Jeneponto 
para petugas parkir dari dinas perhubungan Jeneponto belum mampu 
membedakan antara keduanya dan setelah melakukan pra-penelitian 
sebelumnya ternyata di lapangan tempat pemungutan retribusi parkir 
hanya menggunakan landasan hukum Peraturan daerah No.03 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Parkir di Tepi jalan umum) padahal 
kategori pelayanan parkir di tepi jalan umum jauh berbeda dengan tempat 
pelayanan khusus parkir, karena dalam Undang-undang No.28 Tahun 
2009 menjelaskan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum itu 
merupakan pemungutan retribusi dari retribusi jasa umum dan pelayanan 
tempat parkr khusus termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha. Dalam 
hal ini sangat jelas bahwa pemungutan parkir di tepi jalan umum yang 
dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten jeneponto melampaui batas 
dan tidak tepat sasaran dari lokasi pemungutannya. 
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TABEL 1 
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Daerah 
Kabupaten Jeneponto 
TAHUN TARGET REALISASI % 
2014 (januari-desember) Rp.125.000.000,00 Rp.60.000.000,00 48,09% 
2015 (januari-novemver) Rp.150.000.000,00 Rp.69.272.000,00 46,18% 
 
Target dan realisasi yang ada pada table menunjukkan bahwa pada 
tahun 2014 kontribusi parkir di tepi jalan umum hanya sebesar 48,09% 
dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012, 
namun yang menjadi permasalahan disini adalah penerapan target tinggi 
yang diterapkan oleh Pihak Pemerintah dan DPRD pada tahun 2015 tanpa 
adanya perubahan kebijakan. Bagaimana mungkin target ini tercapai tanpa 
perubahan kebijakan yang memuat tentang besaran tarif dan lokasi 
pemungutan yang menjadi langkah hukum atas pelaksanaan kebijakan ini. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 
melakukan penelitian dengan judul: 
“implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum’’ 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 
dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut 
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1. Bagaimanakah Implementasi pemungutan retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah 
Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Jasa Umum? 
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten 
Jeneponto? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 
menurut penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jeneponto nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Jasa Umum. 
2. Untuk mengetahui faktor dalam pelayanan parkir di tepi jalan 
umum daerah Kabupaten Jeneponto. 
 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
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Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis 
dari penelitian ini adalah: 
Hasil penelitian ini merupakan pengembangan ilmuhukum 
khususnya hukum tata Negara bagi penulis, Selain itu penelitian ini 
merupakan salah-satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah 
Jeneponto khususnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto mengenai keberadaan 
sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang potensial 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 DESENTRALISASI FISKAL  
A.LATAR BELAKANG DESENTRALISASI FISKAL 
Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad, desentralisasi fiskal 
adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber – sumber 
pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaatnya adalah untuk 
menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja 
pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan 
kemampuan keuangan. Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak 
efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada 
ekternalitas positif dan negatif diantara daerah. Selain itu, pengalihan 
kebijakan fiskal ke daerah akan menambah ketidakadilan nasional dan 
mengabaikan peran pemerintah pusat dalam instrument kebijakan. Selain 
itu, jika kapasitas daerah terbatas, maka kemungkinan besar terjadi 
ketidakmampuan daerah dalam segala hal.  
Menurut Bernard Dafflon  dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi 
fiskal maka ada tiga hal utama yang patut diperhatikan. Pertama, 
asumsinya adalah bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan 
memberikan pelayanan publik. Kedua, adanya hubungan yang kompleks 
antara daerah dengan pergerakan masyarakat. Ketiga, pembagian 
keuangan kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun hubungan 
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dengan daerah lain. Olehnya itu, harus dipertimbangkan empat hal dalam 
pengambilan kebijakan yakni, pemerataan daya saing daerah, pembagian 
dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola 
pertanggungjawaban. 
1. Belanja Pemerintah 
 Subsidi Daerah. Prinsip utama desentralisasi fiskal adalah 
pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola 
keuangannya sendiri dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
 Sentralisasi. Sentralisasi selalu diangggap sebagai hal yang negatif 
dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Konsep 
sentralisasi sendiri sangat sulit untuk diukur, bukan hanya sekedar 
membagi kewenangan keuangan kepada ketiga level pemerintahan 
yakni daerah, regional dan nasional, namun sentralisasi juga 
dimungkinkan untuk dapat mengawasi pemerintah daerah apakah 
mampu melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan publik secara 
umum. 
2. Penerimaan Daerah 
 Kewenangan fiskal. Konsep kewenangan fiskal dengan 
mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menganalisa 
sumber - sumber penerimaan keuangan daerah, termasuk 
diantaranya adalah desain pajak dan akses langsung terhadap 
sumber – sumber penerimaan. Tingkat kewenangan fiscal dapat 
diukur dengan pilihan-pilihan yakni : Pajak atau retribusi, objek 
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pajak, unit pembayar pajak, basis pajak, tingkatan pajak termasuk 
potongan dan pembebasan pajak, laporan pajak tahunan, 
pemungutan pajak,  aturan – aturan yang dijalankan jika terjadi 
pelanggaran pajak.Kewenangan fiskal secara menyeluruh adalah 
mencakup semua hal tersebut diatas. Sedangkan kewenangan 
fiskal secara parsial dimana pemerintah dapat mengambil pilihan 1, 
2 dan 5.  
 Akses langsung terhadap sumber – sumber keuangan daerah. 
Desentralisasi keuangan tidak akan tergantung kepada transfer dari 
pemerintah pusat kepada daerah, karena kewenangan fiskal secara 
penuh adalah akses langsung kepada sumber – sumber pemasukan 
daerah. Akses langsung terhadap berbagai macam sumber fiskal 
dan non fisc\kal akan menjadikan daerah menjadi lebih baik dalam 
pemanfaatan anggaran tahunan jika dibandingkan ketika 
pemerintah daerah hanya menerima satu jenis pajak saja. Ini 
memungkinkan terjadinya distribusi yang lebih baik terhadap beban 
fiskal. 
 Koordinasi dan harmonisasi pajak. Koordinasi pajak adalah rancang 
bangun terhadap otoritas penanganan pajak diantara level 
pemerintahan. Koordinasi ini dapat berupa koordinasi vertikal 
dengan pemerintah pusat dan koordinasi horizontal kepada 
pemerintah daerah yang lain. Hal ini untuk menghindari tumpang 
tindih kewenangan pemungutan pajak. Sedangkan harmonisasi 
pajak dilakukan dengan tiga alasan utama. Pertama, tingginya 
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mobilitas ekonomi di antara beberapa daerah yang memungkinkan 
perpindahan wajib pajak terutama pekerja. Kedua, jika ada unit 
pembayar pajak yang memiliki badan usaha di beberapa daerah. 
Ketiga, memudahkan persepsi masyarakat tentang pajak dan 
meminimalkan biaya administrasi dan implementasinya. Selain itu 
beban fiskal adalah terjadinya perbedaan pengenaan pajak bagi 
satu daerah dengan daerah yang lainnya yang menyulitkan 
terjadinya harmonisasi pajak. Hal ini terjadi karena adanya 
perbedaan peraturan dan sudut pandang bagi masing – masing 
daerah dalam pengenaan pajak yang berpengaruh terhadap 
perbedaan pemasukan dan pelayanan publik di masing–masing 
daerah.  
3. Keadilan Fiskal 
Keadilan fiskal yakni kondisi dimana pemberian subsidi dan transfer 
kedaerah harus adil. Dalam hal ini ada tiga jenis keadilan fiskal yakni :  
 Keadilan absolute, artinya dimanapun masyarakat berada harus 
mendapatkan pelayanan yang sama karena mereka sama – sama 
membayar pajak.  
 Keadilan parsial dan relative, dimana dengan adanya konsep 
standar minimal pelayanan publik di seluruh negara dan beban 
fiskal yang bisa diterima misalnya 10 %. Selain itu, subsidi oleh 
mereka yang kaya kepada mereka yang miskin atau daerah yang 
surplus kepada daerah yang minus untuk mengisi kekosongan fiskal 
di daerah tersebut. 
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 Keadilan minimal, tidak adanya konstitusi yang membeda – 
bedakan antara daerah yang satu dengan yang lainnya baik dari sisi 
ekonomi maupun kondisi fiskalnya. Hal ini dilakukan untuk 
mengurangi perbedaan diantara daerah untuk menghindari 
disintegrasi dari daerah kepada pemerintah negara yang 
bersangkutan. 
4. Pertanggung Jawaban Keuangan 
Pola pertanggungjawaban keuangan terutama ditujukan pada dua 
aturan baku. Pertama, dengan memperhatikan keseimbangan anggaran 
dengan penyediaan barang dan layanan publik. Kedua, dengan 
memperhatikan pembatasan pinjaman kepada daerah. Kedua aturan 
diatas adalah konsep pertanggungjawaban anggaran. Kondisi ini dilihat 
dalam konteks otonomi keuangan dan akses terhadap sumber-sumber 
pendapatan 
B. DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hamid Davoodi dan 
Heng-fu Zou (http://benny77jeka.blogspot.co.id/2012/01/desentralisasi-
fiskal.html) dengan menggunakan panel data di 46 negara di dunia pada 
era 1970 – 1989 untuk menyelidiki hubungan antara desentralisasi fiskal 
dengan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, ditemukan bahwa adanya 
hubungan yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan 
ekonomi. Menurut Tiobout dan Oates, bahwa argumentasi ekonomi yang 
mendukung desentralisasi fiskal sebenarnya berdasar pada dua asumsi 
dasar yakni : pertama, desentralisasi akan meningkatkan efisensi ekonomi 
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karena pemerintah daerah berada pada posisi yang lebih baik daripada 
pemerintah pusat dalam memberikan layanan publik sebagai hasil dari 
pemanfaatan informasi. Kedua, perpindahan penduduk dan kompetisi 
diantara pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik untuk 
memastikan adanya kesesuaian antara keinginan masyarakat daerah 
dengan pemerintah daerah. 
Pertimbangan keuangan publik seperti ini menyarankan bahwa 
segala bentuk kebijakan ditujukan untuk menyediakan layanan publik 
seperti infrastruktur dan pendidikan yang sangat sensitif dengan kondisi 
regional dan daerah yang lebih efektif jika dibandingkan dengan 
pemerintah pusat yang kadang-kadang mengabaikan kondisi geografis 
daerah. Akibatnya, desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan 
lebih kepada pemerintah daerah sebagai penyedia utama layanan publik 
dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan dimensi pertumbuhan dari 
desentralisasi fiskal menekankan dua alasan utama. Pertama, 
pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan tujuan utama dari desentralisasi 
fiskal. Kedua, seringkali beberapa pemerintah daerah mengadopsi 
kebijakan dalam rangka peningkatan income perkapita. Dalam konteks 
tersebut, perlu diketahui pada tingkatan mana (nasional atau daerah) yang 
lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Dalam kerangka analisis yang dilakukan oleh Hamid Davoodi dan 
Heng-fu Zou, dibuat sebuah model hubungan antara desentralisasi fiskal 
dengan pertumbuhan ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa secara 
general ada tiga level pemerintahan yakni, nasional, provinsi dan daerah. 
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Level desentralisasi fiscal dengan mengasumsikan bahwa belanja 
pemerintah daerah merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. 
Sebagai contoh, desentralisasi fiskal meningkat jika belanja pemerintah 
daerah meningkat relatif terhadap belanja pemerintah pusat. Dari model 
yang dikembangkan kemudian didapatkan analisa sensitifitas tentang 
hubungan ynag mungkin antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan 
ekonomi. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan antara desentralisasi 
fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara maju,  hubungan yang 
negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara 
yang sedang berkembang. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya 
variasi pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal di negara sedang 
berkembang daripada di negara maju. Standar deviasi dari pertumbuhan 
output perkapita di negara sedang berkembang adalah 3 kali lebih tinggi 
daripada negara maju dan luas perbedaan antara yang paling banyak dan 
yang paling sedikit kondisi fiskalnya di negara sedang berkembang adalah 
sebesar 1.4 kali daripada di negara maju.  Beberapa alasan mendasar 
adanya pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi di negara sedang berkembang adalah :  
 Komposisi belanja pemerintah yang tidak jelas,  
 Pertumbuhan yang rendah yang diakibatkan oleh penerimaan yang 
kurang tepat karena tiadanya koordinasi antar level pemerintahan,  
 Efisiensi anggaran desentralisasi fiskal yang terjadi karena alokasi 
penerimaan anggaran dan penggunannya di daerah sering 
mendapatkan halangan dari pemerintah pusat.  
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 Dalam praktiknya seringkali pemerintah daerah tidak responsif 
terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.  
C. DESENTRALISASI FISKAL DAN KORUPSI 
Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad. desentralisasi fiskal 
menjadi sesuatu yang penting dalam pemerintahan di beberapa negara 
sedang berkembang setelah dua dekade. Akibatnya alokasi belanja publik 
di pemerintah daerah naik dari 13 % pada tahun 1980 menjadi 20 % pada 
tahun 1990. Pada periode yang sama terjadi peningkatan yang signifikan 
terhadap share pajak daerah. Namun seperti yang terjadi di Tanzania dan 
Uganda, desentralisasi malah menjadi sarang korupsi karena :  
 rendahnya gaji pegawai negeri,  
 kompleksnya struktur pajak,  
 pengawasan yang tidak memadai,  
 kapasitas pegawai yang terbatas,  
 otonomi pemerintah daerah di intervensi secara politik,  
 laporan dan neraca tidak memadai,  
 audit eksternal dan internal tidak memadai,  
 kurangnya kesadaran masyarakat di semua level 
Desentralisasi fiskal perlu dilakukan reformasi dengan tetap melibatkan 
pemerintah pusat dalam bidang tertentu seperti pertahanan dll, namun 
tetap memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola 
pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat. 
Dengan adanya korupsi yang terjadi, maka akan mengurangi jumlah dana 
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yang akan beredar dan dipergunakan untuk masyarakat secara luas. 
Artinya pengaruh desentralisasi semakin kecil akibat sebagian besar dana 
yang diperuntukkan oleh daerah hanya dinikmati oleh mereka yang korup. 
Untuk mengatasi masalah korupsi dalam reformasi desentralisasi fiskal 
dilakukan dengan menentukan level pemerintahan mana yang akan 
bertanggungjawab terhadap belanja tersebut. Selain itu penerimaan pun 
harus jelas pembagian wewenangnya apakah oleh pemerintah pusat, 
provinsi atau daerah.  
Menurut studi IMF, reformasi desentralisasi fiskal harusnya berdiri di 
tiga pilar utama yakni :  
 perlunya kejelasan aturan dan pertanggungjawaban,  
 ketentuan otonomi pada sisi belanja, pendapatan, keberlanjutan 
otonomi dan efisensi ekonomi serta akses pemerintah daerah untuk 
melakukan pinjaman baik kepada masyarakat, pemerintah daerah 
lainnya dan pemerintah pusat, 
 penguatan kelembagaan pemerintah daerah. 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun yang dapat 
membuktikan adanya pengaruh yang positif desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi di negara maju dan adanya hubungan yang negatif 
antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara 
sedang berkembang. Olehnya itu, dapat juga dilakukan kajian yang 
mendalam terhadap hubungan antara desentralisasi fiskal dengan otonomi 
daerah, pemungutan penerimaan daerah, komposisi belanja daerah dan 
transfer antar pemerintah. 
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Selain itu, kemampuan desentralisasi di tingkat daerah lebih baik jika 
kondisi system transfer seimbang antara pemerintah provinsi dengan 
daerah dan jika terjadi penguatan fiskal di daerah yang bersangkutan 
melalui penerimaannya sendiri. Diharapkan juga dengan adanya ketiga 
pilar utama dalam reformasi desentralisasi fiskal akan mereduksi terjadinya 
korupsi di daerah. Hal yang juga penting adalah penguatan kapasitas 
dalam mengelola keuangan dan pendapatannya di daerah.  
2.1.1 KONSEP RETRIBUSI  
1. GAMBARAN UMUM RETRIBUSI  
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya 
secara perorangan.Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu 
hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. 
 Pengertian retribusi daerah adalah salah-satu pendapatan asli 
daerah yang diharapkan dapat menjadi salah-satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk 
dapat meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
 
Menurut Marihot P.Siahaan dalam buku pajak daerah dan retribusi daerah 
(2005:5): 
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Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. 
Menurut Ahmad Yani dalam buku hubungan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah  (2004:63) 
Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang didalam menggali 
potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis 
retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi,  
retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi 
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sama 
halnya dengan penjelasan diatas bila seseorang ingin menikmati jasa yang 
disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini 
dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. 
a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan; 
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b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; 
c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi(balas 
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran 
yang dilakukannya; 
d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; 
e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
2. JENIS RETRIBUSI  
Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena 
pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang 
menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah 
menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat 
dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 
 Jasa umum; 
 Jasa usaha;dan 
 Perizinan tertentu. 
3. SARANA DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
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Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh 
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak 
ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah 
daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat 
selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat 
mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya 
layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan 
jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi 
yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran 
retribusi dan penagihan retribusi. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon 
dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi 
tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah 
ditetapkan oleh kepala daerah. 
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4. PERHITUNGAN RETRIBUSI  
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan 
tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat 
penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang 
dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. 
Tingkat penggunaan jasa, tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan 
sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya 
yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, 
misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam 
parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa 
yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan 
jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan 
atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan 
rencana penggunaan bangunan. 
Tarif retribusi daerah, tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau 
presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi 
daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan 
perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif 
tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan 
dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan 
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini 
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dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah  
dengan objek retribusi yang bersangkutan. 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. 
Prinsip dan sasaran dalam dalam penetapan tarif retribusi daerah 
ditentukan sebagai berikut: 
 Tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan 
berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan. 
 Tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan 
berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan 
yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika 
jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 
 Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu 
ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan 
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan 
izin tersebut. 
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5. CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau 
badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian 
antara tarif dan tingkat penggunaan  jasa dengan rumus sebagai berikut: 
RETRIBUSI TERUTANG=TARIF RETRIBUSI XTINGKAT PENGGUNAAN 
JASA 
6. KRITERIA EFEKTIVITAS RETRIBUSI 
Kriteria efektivitas retribusi daerah untuk dapat menilai tingkat 
keefektivitasan dari  pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa 
kriteria yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: 
 Kecukupan dan juga elastisitas, elastisitas retribusi harus 
responsif kepada pertumbuhan penduduk dan juga 
pendapatan, selain itu, tergantung pada ketersediaan modal 
untuk dapat memenuhi pertumbuhan penduduk. 
 Keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah tersebut harus 
berdasarkan dengan asas keadilan, yakni disesuaikan 
dengan kemampuan dan juga manfaat yang diterima. 
 Kemampuan administrasi, dalam hal tersebut retribusi mudah 
ditaksir dan juga dipungut. Mudah ditaksir disebabkan karena 
pertanggung jawaban didasarkan pada tingkat konsumsi 
yang dapat diukur. Mudah dipungut disebabkan karena 
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penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar , 
apabila tidak dibayar maka otomastis pelayanan dihentikan. 
2.1.2 PERBEDAAN PAJAK DENGAN RETRIBUSI  
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak 
berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas 
jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan retribusi adalah 
pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh Negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang 
membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa 
fasilitas negara yang digunakannya.  
Pajak dan retribusi memiliki beberapa persamaan namun juga memilik 
beberapa perbedaan yang konkrit, Pajak dan retribusi memiliki persamaan 
seperti sama-sama berbentuk pungutan, sifatnya dapat di paksakan dan 
memiliki tujuan yang sama yaitu demi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Seperti yang dikutip oleh Bpk Prof.Dr.Djafar Saidi, SH.,MH dalam buku 
pembaharuan hukum pajak, (2010;54) 
Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut; 
1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan 
sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah. 
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2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada 
retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. 
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan,  
kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan 
retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang 
menggunakan jasa pemerintah. 
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, 
wajib dibayar Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, 
sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya 
bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang 
menggunakan jasa pemerintah. 
5. Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah 
(negara), sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah 
daerah. 
6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi 
bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan 
jasa pemerintah. 
2.2 PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAERAH 
Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena 
pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang 
menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah 
menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
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Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat 
dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 
1. Jasa umum; 
2. Jasa usaha; 
3. Perizinan tertentu. 
Berdasarkan objek retribusi tersebut, retribusi dibagi atas tiga golongan, 
sebagai berikut; 
1. Retribusi jasa umum dengan kriteria sebagai berikut; 
a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. Misalnya, 
pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. 
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Misalnya, 
penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah 
daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel, 
kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. 
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi 
atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping 
untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 
d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi. 
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya. 
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f) Retribusi dapat dipungut secara selektif dan efisien, serta 
merupakan salah-satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial. 
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa 
tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang 
baik. 
2. Retribusi jasa usaha dengan kriteria sebagai berikut; 
a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
jasa atau perizinan tertentu. 
b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil 
yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum 
memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh 
daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh 
pemerintah daerah. 
3. Retribusi perizinan tertentu dengan kriteria sebagai berikut; 
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum. 
c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan 
izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif 
dari pemberian izin tersebut telah ditetapkan. 
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Penggolongan retribusi tersebut diatas tidak bersifat final karena 
daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang 
diatur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah 
retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria 
yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, 
daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan. Pelanggaran 
kriteria yang telah ditentukan mengakibatkan Peraturan Daerah yang 
mengatur retribusi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat 
dibatalkan. Berbeda dengan fungsi retribusi yang pada dasarnya tidak 
memiliki fungsi mengatur,  kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi 
khas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas 
jasa yang disediakan oleh negara atau daerah. Hal ini yang membedakan 
antara pajak dengan retribusi dari aspek hukum yang ada dalam 
pelaksanaannya kadangkala tidak tampak secara jelas sehingga 
penagihannya disamakan dengan pajak. 
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah memaparkan tentang retribusi sebagai berikut; 
1) Objek dan golongan retribusi  
 Jasa umum; 
 Jasa usaha; 
 Perizinan tertentu 
2) Jenis retribusi jasa umum 
a) Retribusi pelayanan kesehatan; 
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b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 
c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 
akta catatan sipil; 
d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 
e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
f) Retribusi pelayanan pasar; 
g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus; 
k) Retribusi pengolahan limbah cair; 
l) Retribusi pengolahan tera/tera ulang; 
m) Retribusi pelayanan pendidikan; 
n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
3) Jenis retribusi jasa usaha; 
a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 
c) Retribusi tempat pelelangan; 
d) Retribusi terminal; 
e) Retribusi tempat khusus parkir; 
f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 
g) Retribusi rumah potong hewan; 
h) Retribusi pelayanan kepelabuhan; 
i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 
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j) Retribusi tempat penyebrangan di air; dan 
k) Retribusi penjualan produksi usaha sendiri. 
 
4) Jenis retribusi perizinan tertentu; 
a) Retribusi izin mendirikan bangunan; 
b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
c) Retribusi izin gangguan; 
d) Retribusi izin trayek; 
e) Retribusi izin usaha perikanan. 
2.3 RETRIBUSI PARKIR di TEPI JALAN UMUM 
2.3.1 PENGERTIAN PARKIR 
Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok 
pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat 
tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan 
ditinggal pemiliknya di ruang parkir.  
Beberapa definisi parkir dari beberapa  sumber ((http://www. 
kuliah.info/2015/05/pengerti), diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat 
pemberhentian kendaraan beberapa saat. 
2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir 
adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda 
motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada 
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suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi 
atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan 
tersebut.  
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari 
parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 
yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. 
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan 
memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun 
tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu 
(Warpani,1988).  
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara.  
Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 
parkir merupakan tempat pemberentian sementara kendaraan seperti 
motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kebutuhan pemilik kendaraan. Sedangkan retribusi parkir ditepi jalan 
umum berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 03 
Tahun 2012 pasal 16 adalah retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 
dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
2.3.2 Subjek dan wajib Parkir di Tepi Jalan Umum 
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Subjek retribusi jasa umum termuat dalam Peraturan Daerah kabupaten 
Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 pasal 17 yakni sebagai berikut; 
“Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana 
pada pasal 15 ayat(1) adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum” 
Sedangkan wajib retribusi termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
“Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.” 
2.3.3 Objek Parkir di Tepi Jalan Umum 
Objek retribusi jasa umum dijelaskan dalam Peraturan Daerah 
kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 pasal 16 ayat(2) yaitu; 
“Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimmana 
dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum 
yang ditentukan oleh Pmeerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan” 
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2.3.4 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif retribusi jasa umum, ditetapkan 
berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan. Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum 
kabupaten jeneponto  ditetapakan dalam Peraturan Daerah kabupaten 
Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 pasal 19 yang terbagi menjadi dua yaitu 
parkir biasa dan parkir berlangganan. 
a. Parkir Biasa 
JENIS TARIF 
a. Kendaraan Tidak bermotor Rp. 200 / Sekali Parkir 
b. Kendaraan Bermotor Roda dua dan tiga Rp. 500 / Sekali Parkir 
c. Kendaraan bermotor Roda empat jenis sedan, 
pick up, jeep, mini bus, dan sejenisnya 
Rp. 1.000 / Sekali Parkir 
d. Kendaraan Bus Rp. 2.500 / Sekali Parkir 
e. Kendaraan Mobil barang roda empat Rp. 2.500 / Sekali Parkir 
f. Kendaraan mobil barang roda enam Rp. 3.000 / Sekali Parkir 
 
b. Parkir Berlangganan 
JENIS TARIF 
a. Kendaraan Tidak bermotor Rp. 15.000 / Sekali Parkir 
b. Kendaraan Bermotor Roda dua dan tiga Rp. 18.000 / Sekali Parkir 
c. Kendaraan bermotor Roda empat jenis sedan, pick 
up, jeep, mini bus, dan sejenisnya 
Rp. 20.000 / Sekali Parkir 
d. Kendaraan Bus Rp. 35.000 / Sekali Parkir 
e. Kendaraan Mobil barang roda empat Rp. 50.000 / Sekali Parkir 
f. Kendaraan mobil barang roda enam Rp. 60.000 / Sekali Parkir 
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2.3.5 Tata Cara Pemungutan Parkir di Tepi jalan Umum 
 Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam Pasal 160 
Bab IX bagian pertama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto menjelaskan tentang 
pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar dalam Peraturan 
Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 BAB XIII pasal 41 
sampai dengan 44 sebagai berikut; 
 PASAL 41 BAGIAN KESATU (Tata cara pemungutan) 
1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Jeneponto. 
2) Retibusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan 
retibusi diatur dengan Peraturan Bupati. 
 PASAL 42 BAGIAN KEDUA (Tata cara pembayaran) 
1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus 
atau lunas; 
2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
hari setelah SKRD ditetapkan. 
3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan 
dicatat dalam buku penerimaan. 
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4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. 
 PASAL 43 BAGIAN KETIGA (tata cara penagihan) 
1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 
ayat(2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada wajib Retribusi 
diberikan surat tugas teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang 
berwenang setelah setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran 
retribusi; 
2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 
3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan 
STRD. 
4) Bentuk, jenis dan isi surat teguran, serta penerbitan STRD diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
 PASAL 44 BAGIAN KEEMPAT (Sanksi Administrasi) 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau 
kurang membayar  dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang 
atau kurang dibayar dan  ditagih dengan menggunakan STRD. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 LOKASI PENELITIAN 
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Jeneponto,  
dimana Kabupaten Jeneponto adalah salah-satu kabupaten yang sedang 
berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, selain 
perkembangannya yang begitu pesat membuat berbagai masalahpun 
tumbuh dan berkembang, salah satunya masalah pengelolaan dana 
retribusi parkir.  
Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto yang merupakan 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Jeneponto. 
3.2 OBJEK PENELITIAN  
Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah landasan hukum  
yang mengatur tentang retribusi daerah dan pelaksanaan pemungutan 
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Dinas Hukum dan 
Perundang-undangan Kabupaten  Jeneponto dan Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana kebijakan parkir ditepi jalan 
umum untuk mengetahui implementasi dan titik-titik lokasi yang 
dikategorikan sebagai tempat diadakannya retribusi pelayanan parkir di 
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tepi jalan umum diwilayah Kabupaten Jeneponto. Untuk keperluan 
tersebut, maka penulis mencoba menyusun metode penelitian yang tepat 
digunakan sesuai dengan kajian yang diteliti. 
3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk 
menjawab pertanyaan penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian 
secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak penyelenggara 
retribusi seperti penanggung jawab retribusi dan petugas parkir, 
keperpustakaan (library research), buku-buku, makalah, jurnal serta 
sumber tertulis yang relevan dan study cyber media(melalui internet) yang 
ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan 
3.4 SUMBER DATA 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
perpustakaan dan dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data 
tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus 
penelitian: 
1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai 
dalam rangka penelitian ini, yakni Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
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Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten 
Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum. 
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang 
memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer 
seperti risalah perundang-undangan, tulisan para ahli 
hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan dan hasil 
penelitian dan lain-lain. 
3. Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan 
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, 
surat kabar dan sebagaimana yang dipergunakan untuk 
melengkapi maupun penunjang dari penelitian. 
3.5 ANALISIS DATA 
analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
 
Dalam menganal isis data penelit ian ini akan  mengacu pada 
model yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal 
hingga selesai, yakni : reduksidata (data reduction), penyajian data 
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(data display),  dan penarikan kesimpulan (conclusions : drawing/ 
verifying ) 
Data yang digunakan dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, 
baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, 
sehingga teknis analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik 
kualitatif, dimana proses pengolahan data secara dedukatif, yakni mulai 
dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis, kemudian 
meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1.1 GAMBARAN UMUM KABPUPATEN JENEPONTO 
Secara geografis terletak antara 5°23’12” - 5°42’1,2” LS dan antara 
119°29’12” – 119°56’44,9” BT. 2. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto 
adalah 74.979 Ha atau 749,79 Km² dan hanya 1.20% dari wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan,  
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang secara makro bentang alamnya terdiri dari daerah 
dataran terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak 
pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten 
Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 Km 
dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah Utara 
Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah 
Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng  Sebelah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Takalar  Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut 
Flores 
Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki 11 
Kecamatan mencakup 113 Desa/Kelurahan dengan rincian 82 Desa dan 
31 Kelurahan. Ditinjau dari status desa/kelurahan kondisi yang tertinggal, 
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masih banyak dijumpai Desa/Kelurahan yang tertinggal yaitu sebanyak 55 
Desa/Kelurahan, sisanya yang lain yaitu sebanyak 63 Desa/Kelurahan 
tidak tertinggal lagi.  Penduduk Kabupaten Jeneponto sebesar 348.138 
jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 169.025 jiwa dan perempuan 
sebanyak 179.113 jiwa 
Kabupaten Jeneponto memiliki visi dan misi dalam penyelenggaraan 
asas otonomi daerah. Visi dari Kabupaten Jeneponto adalah  
 “ MENWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
PENUATAN DAYA SAIN DAERAH MENUJU MASYARAKAT 
JENEPONTO YANG SEJAHTERAH ” 
 Sedangkan misi kabupaten Jeneponto dibagi menjadi 6 bagian yaitu : 
 Menwujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik 
 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 
 Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat 
  Meninjau Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, 
Produktif, Transparan dan Akuntabel 
 Menwujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di 
Setiap Desa/Kelurahan 
 Meningkatkan Kualitas Beragama 
Komoditi unggulan Kabupaten Janeponto yaitu sektor perkebunan, 
pertanian, perikanan, peternakan dan jasa. Sektor perkebunan komoditi 
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unggulannya adalah kakao, kopi, kelapa, aren, cengkeh, jambu mente, 
jarak, kapuk, kemiri, pala, tembakau dan vanili, sub sektor pertanian 
komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, kedelai, kentang, nanas, 
pisang, ubi jalar dan Ubi Kayu. Sektor perikanan komoditinya adalah 
perikanan tangkap, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya tambak, 
sektor peternakan komoditinya adalah sapi, domba, kambing, kerbau, dan 
kuda, sub sektor jasa yaitu wisata alam. 
4.1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN 
A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu 
SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto  merupakan 
manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah dalam mengelola sektor 
perparkiran. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  ini 
telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :  
- Visi  
“mewujudkan kepemerintahan yang baik dan penguatan daya saing 
daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahtera”. 
 - Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 6 misi utama 
sebagai berikut :  
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1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan 
prinsip “govermance” 
2. Meningkatkan sumber daya manusia 
3. Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi 
local 
4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang  efektif, efisien, 
produktif, transparan dan akuntabel. 
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar 
di setiap desa/kelurahan. 
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
 
Misi merupakan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Untuk mencapai misi telah 
dirumuskan diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan  Informatika  perlu 
untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi . Visi dan 
misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan 
misi ini dirumuskan setelah  mengetahui kekuatan, kelemahan serta lebih 
dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika  meyakini bahwa untuk menjadi 
salah satu SKPD yang terbaik kinerjanya, maka Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika  harus Mengembangkan kemampuan SDM 
sebagai aset strategis , menerapkan prinsip-psrinsip Good Governance 
dan menerapkan budaya-budaya lokal secara konsisten dan terus 
menerus pada semua level organisasi yang ada dilingkungan internal. 
Disadari  bahwa implementasi misi yang telah dirumuskan tidak mungkin 
berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan.  
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B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto mempunyai struktur 
organisasi sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas. 
2.  Sekertaris : 
 Sub bagian umum dan kepegawaian; 
 Sub bagian program; 
 Sub bagian keuangan; 
3. Bidang Perhubungan Darat. 
 Seksi lalulintas dan angkutan jalan; 
 Seksi pengujian dan perizinan kendaraan bermotor 
4. Bidang Perhubungan Laut. 
 Seksi kepelabuhanan 
 Seksi lalulintas laut dan perizinan; 
5.  Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 
 Seksi pembinaan operasional, peralatan dan 
pemeliharaan; 
 Seksi terminal dan perparkiran; 
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6. Bidang Komunikasi dan Informatika. 
 Seksi komunikasi dan pelayanan mobile; 
 Seksi penyajian informasi; 
 Seksi perizinan media dan elektronik 
7. Kelompok Jabatan Fungsional.  
C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI KABUPATEN JENEPONTO 
Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto maka 
susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut : 
 “Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kewenangan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika 
yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas – tugas yang lain yang 
diberikan bupati dalam bidang perhubungan darat, perhubungan laut, 
teknis sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informatika. “ 
Kepala dinas menyelenggarakan fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan 
informatika. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika 
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3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang perhubungan, 
komunikasi dan informatika 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsi 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatia didukung oleh unsur 
organisasi yang terdiri dari : 
1. SEKERTARIS  
Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok Kepala 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibagian sekertaris 
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan mencakup penyusunan 
rencana dan pelaksanaan kegiatan Sekertaris Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika. 
Dalam melaksanakan tugas, Sekertaris juga memiliki fungsi sebagai 
berikut; 
 Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan 
kepegawaian, program dan keuangan; 
 Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan 
kepegawaian, program dan keuangan; 
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 Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan 
kepegawaian, program dan keuangan; 
 Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian 
administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; 
 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 
2. Bidang Perhubungan Darat 
Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok Kepala 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan 
darat yang mencakup LLAJ, pengujian dan perizinan kendaraan bermotor. 
Dalam melaksanakan tugas bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut : 
 Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan darat. 
 Pelaksanaan urusan perencanaan bidang perhubungan darat. 
 Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pimpinan dalam lingkup bidang 
perhubungan darat. 
 Penyediaan bahan penyusunan rencana dan pelaporan bidang 
perhubungan darat. 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang 
perhubungan darat. 
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3. Bidang Perhubungan Laut 
Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebahagian tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan laut yang mencakup 
upaya pembinaan dan pengembangan lalulintas angkutan laut dan 
kepelabuhanan serta upaya keselamatan pelayaran berdasarkan 
ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.      
Bidang ini juga menyelenggarakan fungsi : 
 Penyusunan program dan kegiatan bidang perhubungan laut; 
 Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan laut; 
 Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan dalam lingkup bidang perhubungan laut; 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang 
perhubungan laut; 
 Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
4.  Bidang Komunikasi dan Informatika 
Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang 
komunikasi dan informatika.  
Dalam melaksanakan tugas bidang ini juga menyelenggarakan fungsi: : 
Penyusunan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika. 
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 Pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi dan 
informatika. 
  Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan  dalam lingkup bidang komunikasi dan 
informatika. 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang 
komunikasi dan Iinformatika. 
 Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
5. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
 Kelompok jabatan fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bidang dan keahlian masing – masing; 
 Setiap kelompok tersebut pada angka (1) diatas dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; 
  Jumlah jabatan fungsional tersebut pada angka (1) diatas 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 
 Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada angka (1) diatas 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
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4.1.3 GAMBARAN UMUM LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN 
UMUM KABUPATEN JENEPONTO 
 Gambaran umum lokasi parkir di tepi jalan umum termuat dalam 
surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Jeneponto. 
 Surat tugas nomor 875.1/072/DISHUB/LKOMINFO.JP/VII/2015 yang 
diterbitkan pada 1 juli 2015 menjelaskan tentang nama-nama petugas dan 
lokasi-lokasi penagihan/penarikan retribusi parkir. Lokasi-lokasi tersebut 
adalah sebagai berikut; 
a) Pos TPR Pintu Masuk Terminal Karisa 
b)  Pintu Keluar Belakang Terminal Karisa 
c) Pos TPR Agang Je’ne 
d) Pos Parkir Pasar Tarowang 
e) Pos TPR Jalan Lingkar 
f) Pos Parkir Pasar Tolo 
g) Pos Pintu Belakang Terminal Karisa 
h) Pos Parkir Pasar Tamanroya 
i) Pos parkir Pasar Ganting 
j) Pos TPR Pasar Allu 
k) Parkir Pasar Allu 
l) Parkir Pasar Bulu Jaya 
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4.2 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG  
Dalam penelitian yang saya lakukan mengenai Peraturan Daerah 
Nomor 03 Tahun 2012 ternyata tidak sesuai dengan implementasi di 
lapangan.  Yaitu tentang tarif pemungutan parkir roda dua dan tiga Rp 500 
dalam implementasi yang dilakukan dinaikkan menjadi Rp 1000 atau 
kadang Rp 2000. Kemudian parkir mobil yang tarifnya Rp 1000 menjadi Rp 
2000. . Hal ini diakui oleh Bapak Suaib Sila selaku KASI retribusi dan 
terminal Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa: 
“sebenarnya kita terkendala dengan kebijakan itu sendiri karena DPRD 
menaikkan target dibidang parkir 600juta pada tahun 2015 dari 300 juta 
pada tahun 2014 tanpa ada perubahan kebijakan, sehingga mau tidak mau 
petugas pemungut parkir dengan sengaja menaikkan tarif “ 
Sayapun menemukan sesuatu yang beda dalam implementasi parkir 
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Dalam 
karcis yang  digunakan untuk parkir mobil berbeda dengan roda dua dan 
tiga. Retiribusi Roda dua dan tiga menggunakan landasan hukum 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
dan retribusi parkir mobil menggunakan landasan hukum PeraturanDaerah 
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jeneponto  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan 
Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tidak memuat tarif bahkan tidak ada sama 
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sekali dalam kebijakan itu memuat tentang masalah perparkiran. Kemudian 
lokasi pemungutan retribusi parkir mestinya dimuat dalam suatu peraturan 
daerah bukan surat tugas sehingga masyarakat mengetahui secara jelas 
lokasi dimana tempat pemungutan retribusi parkir diadakan. Kurangnya 
sosialisasi dan kepemahaman tentang peraturan daerah itu sendiri akan 
menghambat jalannya suatu pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 
2. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 Objek Retribusi 
Berbicara tentang objek retribusi parkir di tepi jalan umum sama 
halnya dengan sarana dan prasarana fisik perparkiran. Keadaan 
lingkungan sekitar merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi jasa. fasilitas fisik atau bukti fisik yang dalam hal ini adalah 
sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan parkir. 
Contoh sarana dalam pelayanan parkir seperti, peralatan kantor, atribut 
juru parkir, identitas diri dan karcis parkir. Sedangkan prasarana adalah 
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 
proses (fasilitas penunjang / pendukung). Contoh prasarana dalam 
pelayanan parkir seperti, gedung PD parkir, titik / lahan parkir, kendaraan 
operasional, marka parkir (tanda/garis pembatas ruang parkir), perparkiran 
yang ada dilokasi-lokasi pemungutan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada masyarakat. Lokasi-lokasi pemungutan retribusi yang ditetapkan 
dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan ada 13 
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lokasi pemungutan, 11 lokasi pemungutan parkir di tepi jalan umum dan 2 
lokasi pemungutan TPR (TERMINAL).  Lokasi-lokasi pemungutan tersebut 
pada umumnya terdapat di bebrapa pasar baik pasar sentral jeneponto 
maupun pasar sentral kecamatan.  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi 
Pasal 115 mengatakan bahwa “Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e 
adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Secara hukum objek/lokasi parkir di tepi jalan umum diatur 
dalam peraturan daerah bukan dalam bentuk surat tugas. Hal ini 
mencerminkan bahwa kepemahaman tentang muatan peraturan daerah 
Pemerintah Jeneponto masih sangat kurang. 
Parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir 
dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas 
parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata 
ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian 
lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan 
fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum 
negara. 
  Melihat objek lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di 
Kabupaten Jeneponto pihak Dinas Perhubungan selaku pemungut parkir di 
tepi jalan umum  memungut parkir kepada para pengendara roda dua tiga 
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dan empat yang parkir di tepi jalan (di luar area pasar) dan parkir di dalam 
lahan area pasar dengan mengunakan landasan hukum peraturan daerah 
nomor 03 tahun 2012. Secara teoritis parkir di tepi jalan umum di lakukan 
untuk mengatur perparkiran yang ada di tepi jalan umum. Jadi jelas bahwa 
para pengguna jasa parkir yang berada di lahan parkir yang ada di dalam 
lahan pasar tidak termasuk dalam parkir di tepi jalan umum atau tidak 
termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Konklusi dari 
objek retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan Pemerintah 
Jeneponto   tidak tepat sasaran. Tujuan di adakannya parkir di tepi jalan 
umum adalah untuk mengatur kendaraan yang parkir di tepi jalan umum 
agar tidak terjadi kemacetan bagi pengguna jalan umum. Sedangkan para 
pengguna jasa parkir di dalam area pasar di wajibkan untuk membayar 
pelayanan parkir dengan menggunakan landasan hukum parkir di tepi jalan 
umum. 
 Melihat Sarana dan prasarana yang ada dilokasi pemungutan 
seperti pos pemungutan parkir, palang tempat keluar-masuknya 
kendaraan, atribut juru parkir jauh sangat memprihatinkan, seperti palang, 
palang yang digunakan di beberapa pasar seperti Pasar Tolo, Pasar 
Tamanroya hanya menggunakan palang bambu yang di buat sendiri. Pos 
perparkiran tidak dibenahi, kemudian tidak ada pemisahan/pembagian 
lokasi parkir roda dua/tiga dengan roda 4.. 
Bapak suaib sila selaku KASI Retribusi dan Terminal mengatakan. 
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“memang pada tahun ini tidak ada pembenahan karena dinas 
perhubungan fokus pada proyek pembangunan terminal karena ini 
nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah, jadi kita fokus disana 
dulu” 
Padahal dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah pasal 161 dengan jelas mengatakan bahwa; 
“Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan 
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan” 
Perlunya pembenahan terhadap objek retribusi parkir sangat 
dibutuhkan,  karena peningkatan pendapatan di bidang parkir tergantung 
pada kualitas objek parkir  dan petugas parkir. Semakin meningkatnya 
kualitas objek parkir akan menunjang peningkatan pendapatan daerah 
 
 Subjek Retribusi 
Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan yang dijelaskan dalam 
Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 pasal 17 
yakni sebagai berikut; 
“Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana 
pada pasal 15 ayat(1) adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum” 
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Melihat kondisi di beberapa lokasi penelitian hampir semua subjek 
membayar atas pelayanan  yang  diberikan oleh pemerintah, namun ada 
juga beberapa yang enggan membayar retribusi parkir. 
Bapak Mudilah Petugas Parkir Pasar Tolo mengatakan; 
“Semua bayar parkir disini karena ada palang di pintu keluar kecuali 
anggota polisi dan TNI itu memang tidak di tagih” 
Bapak Rusli T. Petugas Pintu Keluar Pasar Karisa mengatakan: 
“Kalo polisi dengan tentara tidak ada yang mau bayar apalagi pejabat atau 
anggota dewan, banyak juga keluarga pejabat yang tidak mau bayar, yang 
punya kios juga didalam alasannya sudahmi bayar. Pete-pete dengan ojek 
juga biasa banyak alasannya” 
Dalam uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya 
kesadaran para pengguna jasa parkir atas pelayanan yang di berikan oleh 
pemerintah daerah terkhusus pada para orang-orang yang sudah jelas 
memiliki pendidikan tinggi enggan untuk membayar retribusi. Kurangnya 
sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini juga berpengaruh pada pengguna 
jasa yang enggan membayar retribusi. 
3. BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN 
UMUM 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutran, 
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kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas 
pelayanan. Besaran tarif parkir sudah jelas dalam Peraturan Daerah 
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 19 yakni 
sebagai berikut; 
a. Parkir Biasa 
JENIS TARIF 
g. Kendaraan Tidak bermotor Rp. 200 / Sekali Parkir 
h. Kendaraan Bermotor Roda dua dan tiga Rp. 500 / Sekali Parkir 
i. Kendaraan bermotor Roda empat jenis sedan, 
pick up, jeep, mini bus, dan sejenisnya 
Rp. 1.000 / Sekali Parkir 
j. Kendaraan Bus Rp. 2.500 / Sekali Parkir 
k. Kendaraan Mobil barang roda empat Rp. 2.500 / Sekali Parkir 
l. Kendaraan mobil barang roda enam Rp. 3.000 / Sekali Parkir 
 
 
 
 
b. Parkir Berlangganan 
JENIS TARIF 
g. Kendaraan Tidak bermotor Rp. 15.000 / Sekali Parkir 
h. Kendaraan Bermotor Roda dua dan tiga Rp. 18.000 / Sekali Parkir 
i. Kendaraan bermotor Roda empat jenis sedan, pick 
up, jeep, mini bus, dan sejenisnya 
Rp. 20.000 / Sekali Parkir 
j. Kendaraan Bus Rp. 35.000 / Sekali Parkir 
k. Kendaraan Mobil barang roda empat Rp. 50.000 / Sekali Parkir 
l. Kendaraan mobil barang roda enam Rp. 60.000 / Sekali Parkir 
 
Namun dalam pengimplementasiannya tidak sesuai dengan yang 
termuat dalam peraturan daerah tersebut. Karena pihak petugas parkir 
menaikkan tarif yang sudah sangat jelas dalam  karcis tarif yang dikenakan 
pada roda dua dan tiga dikenakan tarif senilai Rp 500 dan retribusi parkir 
mobil Rp.1000. 
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Bpk Rusli T. Petugas Parkir Pos Pintu Keluar  Terminal Karisa mengatakan 
bahwa 
“Ini karcis lama belum di cetak karcis barunya,  undang-undangnya masih 
di pegang oleh BPK” 
Bapak Hammado H. Mile Petugas Parkir  Pasar Tarowang mengatakan 
“Untuk motor sama mobil disamakan tarifnya Rp 2000 kalo mobil angkutan 
barang itu bayar Rp.5000” 
Penulis menyimpulkan bahwa hal ini menandakan bahwa kurangnya 
atau tidak adanya sosialisasi kepada petugas parkir yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan Komuniasi dan Informatika  tentang retribusi jasa 
umum. Desakan DPRD kepada pemerintah juga membuat petugas parkir 
di desak untuk menaikkan tarif retribusi parkir tersebut. Kurangnya 
komunikasi antara pemerintah dan DPRD  membuat masyarakat menjadi 
korban terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ini. 
Untuk fasilitas atau bukti fisik yang juga wajib digunakan dalam 
pelayanan parkir adalah karcis parkir. Saat ini dapat kita lihat dimana-mana 
bahwa penggunaan karcis parkir tidak lagi efektif. Padahal karcis parkir 
sangat berperan dalam menunjang pelayanan parkir, sebab pada karcis 
tersebut tertera nominal tarif parkir yang harus dibayar oleh pengguna 
lahan parkir . Yang menjadi alasan tidak efektifnya penggunaan karcis 
parkir adalah bahwa ketika pengunjung diberikan karcis, mereka 
cenderung menolak atau bahkan membuang begitu saja. Hal tersebut juga 
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mengakibatkan penagihan tarif parkir tidak lagi sesuai dengan Perda yang 
berlaku. Dengan tidak digunakannya karcis dengan semestinya pihak 
dinas perhubungan menentukan target parkir sedang dan parkir ramai. 
Untuk parkir sedang target perharinya Rp.50000-Rp.80.000/hari dan parkir 
ramai dinas perhubungan menentukan target Rp.100.000 sampai Rp 
200.000/hari. Mengenai karcis parkir yang disediakan oleh juru parkir,  itu 
tidak langsung diberikan kepada pengunjung atau dengan kata lain karcis 
diberikan apabila ada pengunjung yang meminta. Hal ini dikarenakan 
pengunjung hanya membuang setiap potongan karcis yang diberikan atau 
malah menolak jika diberikan karcis, sehingga juru parkir sudah enggan 
memberikan langsung kecuali apabila ada pengunjung yang meminta. Dan 
demi meminimalisir berkembangnya parkir liar, masyarakat dihimbau untuk 
tidak membayar atau memberikan uang parkir terhadap juru parkir liar 
dimanapun kita berada.  
4. PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum BabXII Pasal 41 menjelaskan tentang 
tata cara pemungutan retribusi sebagai berikut; 
1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Jeneponto; 
2) Retribusi di pungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 
3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan; 
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4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 
Namun dalam penelitian yang penulis lakukan, Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 160 (5) 
mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah Nomor 03 
tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum juga menjelaskan dalam pasal 
41 (4) “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan 
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.” Namun pemerintah Kabupaten 
Jeneponto sama sekali tidak memiliki Peraturan Bupati tentang tata cara 
pemungutan retribusi terkhusus pada pemungutan Retribusi Parkir di Tepi 
Jalan umum. Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 
2012 tidak ada pembaharuan terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. sehingga pihak 
pelaksana melakukan kegiatan Pemungutan Retribusi sesuai dengan asas 
kebiasaan yang dilakukan. 
 Kegiatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang 
dilakukan oleh Petugas Parkir di Kabupaten Jeneponto masih belum 
optimal karena karcis yang menjadi tolak ukur penerimaan di bidang 
perparkiran tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya, hal ini disebabkan 
karena enggannya para pengguna jasa parkir untuk menerima bukti 
pembayaran atas pelayanan yang diberikan, sehingga pihak Dinas 
Perhubungan tidak lagi melihat jumlah penerimaan pelayanan parkir dari 
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karcis tetapi menargetkan pendapatan parkir perharinya sesuai dengan 
kondisi parkir yang telah dibagi menjadi 2 yaitu parkir sedang dan parkir 
ramai. Untuk parkir sedang target perharinya Rp.50000-Rp.80.000/hari dan 
parkir ramai dinas perhubungan menentukan target Rp.100.000 sampai Rp 
200.000/hari.  
Hal yang juga  menjadi penghambat dalam pemungutan retribusi ini 
adalah kegiatan/aktivitas di beberapa pasar sentral kecamatan yang hanya 
dilakukan 3 kali dalam seminggu seperti seperti Pasar Bulujaya dan Pasar 
Tarowang sedangkan kegiatan Pasar Tolo di Kecamatan Kelara hanya 
dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu hari selasa dan sabtu. Adapun 
beberapa wilayah yang cukup potensial yang bisa menjadi target 
pemungutan retribusi namun tidak dicantumkan dalam surat tugas yang 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan seperti Pasar Tradisional 
Bontoramba, Pasar Kecamatan Rumbia dan Pasar Kecamatan Batang 
sehinga, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab 
dalam pemungutan retribusi parkir ini. 
Penulis menyimpulkan bahwa dalam penentuan lokasi perlu adanya 
observasi dan penelitian langsung kelapangan melihat kondisi wilayah-
wilayah potensial yang bisa menjadi target perencanaan kedepan untuk 
menentukan lokasi pemungutan yang potensial demi menunjang 
peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan bersama. 
Mengenai tata cara pemungutan perlunya kesadaran dan kepemahaman 
dari petugas parkir dan pengguna jasa atas penggunaan karcis sehingga 
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tidak adanya penyelewengan dana atas pemungutan  retribusi parkir di 
Tepi Jalan Umum. 
4.3 FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT  IMPLEMENTASI 
PERDA NOMOR 03 TAHUN 2012 
Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 
dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dimana faktor-faktor tersebut bisa 
saja menyebabkan terjadinya kegagalan dan keberhasilan dalam 
mengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Dalam 
penelitian ini penulis mencoba mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
berdasarkan teori dari Meter and Horn serta Grindle (https:// 
arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-
mempengaruhi-implementasi-kebijakan/). Teori mereka ini menjelaskan 
bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 
pada dasarnya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu 
sendiri, faktor lembaga atau instansi pelaksana dan faktor kepatuhan 
masyarakat. 
1. Faktor Kebijakan Itu Sendiri 
Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya 
sudah sangat jelas, karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat 
memang memiliki tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi isu strategis daerah. Penerbitan 
Peraturan Daerah Nomor  03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini  
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juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Sebab Peraturan Daerah ini 
diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah akan peraturan yang 
bisa memberikan sumbangsih dalam penghasilan asli daerah (PAD). 
Dimana penentuan objek PAD ini dilakukan berdasarkan penelaahan dan 
penganalisaan sesuai dengan potensi yang dimilii oleh daerah. Oleh 
karenanya tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 
ini seyogianya adalah untuk memberikan kontribusi yang positif bagi 
penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jeneponto.. 
Dalam penelitian yang saya lakukan, saya menemukan kesalahan fatal 
yang dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informasi sebagai 
pelaksana retribusi parkir, yaitu bentuk dan isi SKRD atau semacamnya 
berupa karcis. Dalam Karcis yang  digunakan untuk parkir mobil berbeda 
dengan roda dua dan tiga. Retiribusi Roda dua dan tiga menggunakan 
landasan hukum Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum dan retribusi parkir mobil menggunakan landasan 
hukum Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 
03 Tahun 2013 sama sekali tidak memuat tarif bahkan tidak ada sama 
sekali dalam kebijakan itu memuat tentang masalah perparkiran. Kemudian 
lokasi pemungutan retribusi parkir mestinya dimuat dalam suatu peraturan 
daerah bukan surat tugas sehingga masyarakat mengetahui secara jelas 
lokasi dimana tempat pemungutan retribusi parkir diadakan. 
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2. Faktor Lembaga atau Instansi 
Faktor instansi pelaksana kebijakan yang ditunjang dari sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang sekali, dimana 
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam 
pengimpelementasian Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 kepada 
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika  memang sudah tepat 
namun, kesiapan lembaga akan SDM yang akan melakukan pengelolaan 
implementasi peraturan daerah masih belum maksimal. Ketidaksiapan 
SDM yang paling menonjol adalah para pengelola parkir  yang akan 
bertugas. Karena memilih petugas parkir yang berkualitas dari segi 
pendidikan memang tidaklah mungkin, namun menemukan petugas parkir 
yang memilii integritas dalam kerja bisa-bisa saja. Sebab integritas kerja 
bukan hanya dimiliki oleh individu yang mempunyai pendidikan yang tinggi. 
 Dalam penelitian yang saya lakukan petugas parkir sudah memiliki 
integritas dalam melakukan pemungutan terlihat melihat kondisi beberapa 
pasar yang memiliki palang di pintu keluar sehingga setiap pengguna jasa 
parkir melakukan pembayaran atas penggunaan jasa parkir. Selain itu 
pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan di lahan parkir dilakukan oleh 
petugas parkir karena kepahaman akan tugas dan fungsinya menjaga 
setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir. Namun yang 
dikhawatirkan pada petugas parkir adalah penyelewengan dana terhadap 
pungutan yang dilakukan jika hasil retribusi parkir yang dipungut melebihi 
target dari pemerintah daerah. 
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3. Faktor Kepatuhan Masyarakat 
Sosialisasi atas kebijakan sangat diperlukan dalam 
pengimplementasian suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui 
keberadaan kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya sosialisasi dalam 
pelaksanaan kebijakan ini membuat masyarakat enggan melakukan 
pembayaran.  
Setelah melakukan wawancara terhadap petugas pemungut parkir 
hampir semua mengatakan bahwa pejabat, anggota polisi, dan anggota 
TNI enggan membayar pajak, serta beberapa oknum yang 
mengatasnamakan keluarga pejabat dan keturunan bangsawan (karaeng) 
tidak melakukan pembayaran atas pelayanan di berikan oleh Pemerintah, 
hal ini juga merupakan suatu kekeliruan masyarakat yang enggan 
membayar retribusi, hal ini mungkin disebabkan atas kepercayaan publik 
terhadap pemerintah masih minim karena tingginya tingkat korupsi yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
5.1  KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul 
“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum” 
ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:  
 kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas 
dan masyarakat penguna jasa parkir mengakibatkan implementasi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan 
masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke Kantor maupun di 
lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak 
petugas parkir. 
 Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya 
implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas 
fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru 
parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir 
beserta cara pemungutannya,  
5.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa 
saran 
sebagai berikut: 
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 Pemerintah semestinya meningkatkan komunikasi dengan DPRD atas 
kelayakan kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah Harus 
lebih meningkatkan pendataan disetiap wilayah, agar langsung 
menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir . Sehingga  
mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi 
parkir. Peningkatan kualiitas sumber daya manusia, dalam hal ini 
petugas parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi 
parkir agar memberi keamanan serta kenyamanan terhadap kendaraan 
pengguna jasa. 
 Untuk mengetahui kualitas pemberian layanan parkir, Dinas 
Perhubungan Informasi dan Komunikasi semestinya mengadakan 
evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru 
parkir. Dan tidak hanya itu. Pemberian  marka parkir (garis batas ruang 
parkir) di setiap titik parkir, untuk lebih memudahkan pengguna jasa 
dalam proses perparkiran.Penataan lahan parkir lebih ditingkatkan 
(pembagian/pemisahan lahan parkir roda dua dan tiga dengan roda 
empat), dan Bagi juru parkir harus lebih ditekankan untuk 
mengefektifkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap 
pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perparkiran dan 
pemungutan retribusi parkir serta peran masyarakat semestinya  
mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah demi peningkatan PAD dan kesejahteraan umum 
 
72 
 
DAFTAR PUSTAKA 
BUKU-BUKU 
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah 
Dalam Otonom, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Kuorotomo, Wahyudi, 2008. DESENTRALISASI “Fiskal Politik dan 
Perubahan Kebijakan” 1974-2004, Jakarta: Kencana 
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : 
PT RajaGrafindo Persada. 
Saidi, M.djafar.2010.pembaruan hukum pajak.Jakarta: Rajawali Pers 
Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik 
Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 
 
Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 
 
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
73 
 
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, 
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto 
 
DOKUMEN-DOKUMEN 
Surat tugas Nomor:875.1/072/DISHUB.KOMINFO.JP/VII/2015 
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapaatan Bidang Perparkiran 
Kabupaten Jeneponto 
REFERENSI LAIN 
http://benny77jeka.blogspot.co.id/2012/01/ desentralisasi-fiskal.html) pada 
tanggal 7 november 2015 pikil 20.110 wita 
 (http://www.kuliah.info/2015/05/pengerti) pada tanggal 7 november 2015 
pukul 20.23 wita 
 (http://jenepontokab.go.id /index.php/ pemerintahan/dinas/146-dinas-
perhubungan-komunikasi-dan-informatika) pada tanggal 27 november 
2015 pukul 14.30 wita 
 (http://jenepontokab.go.id/images/data/Profil-Investasi-KPM-2014.pdf ) 
pada tanggal 27 november 2015 pukul 15.20 wita 
(http://jenepontokab.go.id/index.php/selayang-pandang/visi-dan-misi) pada 
tanggal 1 desember pukul 17.27 wita 
 
 
 
 
74 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
LAMPIRAN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
LAMPIRAN 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
LAMPIRAN 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
 
 
79 
 
LAMPIRAN 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Karcis yang digunakan dalam pemungutan parkir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dokumentasi bersama petugas parkir pasar Allu )        (dokumentasi bersama petugas parki pasar  
Kec.Bangkala )                                                 Tamanroya Kec.Tamalatea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (dok.bersama petugas parkir pasar Tarowang        (dok. Bersama petugas parkir pasar Tolo  
       Kec.Batang)              Kec.kelara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dokumentasi bersama petugas parkir pasar karisa)  
